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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DAGING  

HEWAN BURUAN  

 

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya antara lain adalah jual beli. Perkembangan zaman serta 

kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu membuat manusia 

dituntut untuk memanfaatkan apapun yang ada di bumi untuk dijadikan sumber 

ekonomi, salah satunya adalah jual beli daging hewan buruan. Dalam hal ini 

banyak sekali orang yang tidak mengetahui tata cara bertransaksi jual beli yang 

benar sesuai dengan prinsip atau ajaran agama Islam. Kepedulian masyarakat 

yang sangat kurang terhadap hewan, memberikan keleluasaan kepada penjual 

untuk memperjual belikannya. Islam telah memberikan aturan dasar yang jelas 

dan tegas, seperti yang diungkapkan fuqoha baik mengenai rukun, syarat, maupun 

bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.  Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli daging 

hewan buruan di desa Jagaraga dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli daging hewan buruan di desa Jagaraga. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan mengenai praktik jual beli daging hewan buruan yang 

dilakukan oleh pemburu di desa Jagaraga ditinjau dari perspektif hukum Islam 

sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya 

hukum Islam, serta memberikan sumbangsi terhadap masyarakat mengenai 

pentingnya tentang sebuah kejelasan jual beli daging hewan buruan. 

Penelitian ini adalah penelitian jenis field research (penelitian lapangan) 

yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dalam buku Metode Penelitian 

mengemukakan bahwa penelitian analisa merupakan penelitian yang ditujukan 

untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil 

penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan 

masa yang akan datang. Maksud dari metode deskriptif yaitu gambaran atau 

lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri 

serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu 

 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli daging hewan 

buruan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal 

ini mengenai objeknya (ma‟qud alaih) karena sebagian besar yang diperjual 

belikan adalah daging hewan yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya serta dalam ayat-ayat Al Qur‟an, hadits, ketetapan para 

Ulama, dan Fatwa MUI No.04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka 

untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem di Indonesia yang menjelaskan dan 

menegaskan larangan tersebut. Maka jual beli daging hewan buruan dalam 

lingkup hewan yang dilindungi menurut tinjauan hukum Islamya baik zat maupun 

sifatnya adalah haram. 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

                      

           

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah ke-pada Nya dengan rasa takut dan penuh 

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan.” (Q.S Al A‟raf : 56)
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 Al Qur‟an Terjemah Al-Ikhlas, Q.S Al-A‟raf Ayat 56, hlm. 157. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Daging Hewan Buruan” (Studi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat), adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.
2
 Jual Beli adalah 

menurut kamus Bahasa Arab adalah “al-bait” yang berarti menjual, mengganti, 

dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bait terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata Asy-syra (beli). Dengan 

demikian kata al-bait berarti jual dan sekaligus juga berarti beli.
3
 

                                                             
2
 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 17. 

3
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya,1997), hlm. 56. 



 

 
 

Menurut hukum Islam menukar barang dengan barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Ulama Hanaffiyah Jual Beli 

adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus 

(dibolehkan).
4
 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan 

syara‟ dan disepakati.
5
 

Dalam Fiqih Sunnah, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta (apapun 

bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses 

mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan 

tertentu. Menurut fiqih sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam 

koridor syariat. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, 

bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram. 

Daging adalah otot hewan yang tersusun dari serat-serat yang sangat kecil, 

masing-masing berupa sel memanjang yang disatukan oleh jaringan ikat, 

membentuk berkas ikatan yang pada kebanyakan daging jelas kelihatan lemak 

pembuluh darah dan urat syaraf. Bila potongan daging diamati secara teliti 

maka tampak dengan jelas bahwa daging terdiri atas tenunan yang terdiri atas 

air, protein, tenunan lemak, dan potongan tulang. Daging merupakan hasil 

                                                             
4
 Rachmad, Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74. 

5
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69. 



 

 
 

pemotongan ternak yang telah melalui proses rigormortis, dalam proses 

rigormortis tersebut otot akan mengalami kehilangan glikogen dan 

mengakibatkan otot menjadi kaku, setelah itu enzim-enzim proteolitik pada 

daging akan bekerja dalam memperbaiki keempukan. Sedangkan hewan 

buruan adalah binatang yang diburu atau dikejar untuk ditangkap.
6
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 

judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Daging Hewan 

Buruan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Jagaraga. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul 

tersebut adalah: 

1. Alasan Objektif 

Melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan persoalan Hukum 

Islam pun banyak juga terjadi dilingkungan masyarkat. Khususnya yaitu 

membahas tentang muamalah, sehingga perlu memahami benar sistem 

bermuamalah pada zaman sekarang. Lebih spesifiknya pada pelaku jual beli 

dengan objeknya daging hewan buruan. 

2. Alasan Subjektif 

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu 

yang penulis pelajari dibidang muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

                                                             
6
Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 

hlm. 159. 



 

 
 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, dalam menjalani kehidupannya manusia mempunyai 

berbagai macam kebutuhan, baik pangan, sandang, maupun papan. Namun, 

manusia menyadari akan kemampuannya yang tidak mungkin mampu untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan hubungan dengan orang lain 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, secara sadar ataupun 

tidak, akan membutuhkan orang lain. Berkenaan dengan hal tersebut, 

Aristoteles (Filsuf Yunani) menyatakan bahwa manusia adalah zoon politicon, 

yaitu makhluk bermasyarakat. Disadari atau tidak manusia selalu berhubungan 

satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
7
 Sebagai 

makhluk sosial manusia mempunyai aturan-aturan (hukum) yang dipergunakan 

untuk mengatur manusia-manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan urusan 

duniawi dan pergaulan sosial, yang dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah 

muamalah.
8
 

Islam juga memberikan tuntutan supaya pintu perkembangan zaman itu 

jangan sampai menimbulkan kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang 

tidak semestinya kepada orang lain, dengan kata lain masalah muamalah ini 

diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya 

tanpa memberikan mudorotnya kepada orang lain.
9
 

                                                             
7
 Hendi Suhendi,Op.Cit. 

8
 Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm. 2. 

9
 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam Indonesia, (Yogyakarta: P. LKIS 

Printing Cemerlang, 2013), hlm. 41.  



 

 
 

Salah satu muamalah yang disyariatkan Allah SWT adalah jual beli. 

Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan 

tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat, 

maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. 

Seorang muslim, individu maupun kelompok, dalam melakukan aktivitas 

bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan (profit) 

sebanyak-banyaknya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika 

sehingga ia tidak memiliki kebebasan secara mutlak dalam menginvestasikan 

modalnya atau membelanjakan hartanya. Oleh karena itu, dalam praktiknya 

jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat 

bagi yang bersangkutan. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah 

tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang 

dimaksud jual beli ialah jual beli yang berlandaskan syari‟at Islam yaitu jual 

beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli 

lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. 

Kegiatan jual beli, Islam juga selalu memperhatikan berbagai maslahat dan 

menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Saat ini jual beli telah mengalami 

perkembangan cukup pesat, apalagi ditinjau dari objek jual bali (ma‟qud 

„alaih). Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka. 

Kaidah hukum Islam, pada asasnya perjanjian aqad itu adalah kesepakatan para 

pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan. 



 

 
 

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba 

memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit 

namun dapat menghasilkan uang yang banyak. Kondisi seperti ini ditambah 

dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi sumber 

daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjualbelikan, tanpa 

melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan 

ekosistem bumi. Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam 

dan keanekaragaman hayati, sebagai manusia yang berakhlak berkewajiban 

untuk menjaga dan melestarikannya. 

Meskipun kaya, Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar 

panjang tentang satwa liar yang kemudian satwa tersebut menjadi langka 

adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk 

diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar atau hewan buruan menjadi 

ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. 

Dalam Islam jual beli dihalalkan hukumnya serta dibenarkan agama, asal 

memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. demikian hukum ini telah disepakati 

oleh para ahli ijma‟ (ulama mujtahidin). Sudah ditegaskan di dalam Al Qur‟an 

menerangkan bahwa menjual itu halal,
10

sedangkan jual beli yang mengandung 

ketidak jelasan itu dilarang. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan 

yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam aqad jual 

beli terdiri dari aqidain (dua orang yang berakat), mahallul aqad (tempat aqad), 

maudlu‟ul aqad, dan rukun-rukun aqad. 
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Sementara dipandang dari fiqih muamalah, jual beli sebagai bagian dari 

muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al Qur‟an, As 

Sunnah dan telah menjadi Ijma‟ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli 

bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk 

melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia.
11

 

Usaha apapun yang dilakukan pasti akan melibatkan orang lain, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dalam memenuhi 

kebutuhanya, bermacam ragam upaya yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Apakah itu dengan cara berdagang, bertani, buruh ataupun yang 

lainnya, seperti halnya berburu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-

Ma‟idah ayat 4 yaitu: 

                        

                          

                  12
 

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar 

dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang telah diajarkan Allah kepadamu[399]. Maka makanlah dari 

apa yang ditangkapnya untukmu[400], dan sebutlah nama Allah 

atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-

Nya” 

 

Berdasarkan keterangan ini, maka jelaslah bahwa berburu diperbolehkan, 

hanya saja kemudian timbul pertanyaan, bagaimana binatang buruan itu 
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didapatkan oleh pemburu. Dalam Hukum Islam telah diatur tata cara berburu 

dengan syarat-syarat: 

1. Dalam masalah berburu,  disyariatkan bahwa si pemburu adalah orang Islam 

atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani). 

2. Dilakukan dengan niat untuk berburu, tidak hanya sekedar bermain-main. 

3. Tidak dilakukan pada waktu sedang berihram (berpakaian ihram dalam 

pelaksanaan ibadah haji), karena ketika itu diharamkan berburu. 

4. Membaca Bismillah ketika akan melakukannya. 

5. Apabila menggunakan hewan pemburu seperti anjing, sebutlah nama Allah 

waktu melepaskannya. 

6. Disyariatkan menggunakan alat berburu yang tajam yang apabila mengenai 

hewan buruan tidak akan menyiksa hewan buruan itu. 

Sedangkan tata cara berburu yang dilakukan oleh pemburu di desa 

Jagaraga adalah berburu secara berkelompok, mereka dibekali oleh alat 

berburu tombak dan ada juga senapan angin yang dijadikan sebagai alat untuk 

berburu dan mereka juga menggunakan hewan pemburu untuk menangkap 

hewan buruannya, yaitu anjing pemburu yang sudah dilatih oleh mereka untuk 

berburu hewan buruan. 

Pembahasan jual beli daging hewan buruan ini menarik untuk dikaji 

dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa anggota 

masyarakat di desa Jagaraga, maka perlu diadakan penelitian terhadap tata cara 

mereka dalam menangkap hewan buruan tersebut, sehingga masyarakat 

nantinya akan mengetahui dan lebih memperhatikan tentang kejelasan daging 



 

 
 

hewan buruan yang mereka beli. Berdasarkan latar belakang di atas perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut tentang penangkapan dan praktik bisnis yang 

diterapkan oleh pelaku jual beli daging hewan buruan, dengan menekankan 

pada aqad jual beli serta transaksi jual beli daging hewan buruan apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau belum. Kemudian penulis 

menuangkannya dalam sebuah judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Jual Beli Daging Hewan Buruan. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat 

dijadikan acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli daging hewan buruan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih sistematisnya perlu 

dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian itu dapat 

penulis formulasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli daging hewan buruan di desa Jagaraga? 

2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang jual beli daging hewan buruan 

di desa Jagaraga? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui tata cara penangkapan hewan buruan yang 

diperbolehkan dalam Islam sehingga dagingnya halal untuk dikonsumsi. 

b. Untuk mengetahui aqad jual beli dan syarat sahnya transaksi jual beli 

daging hewan buruan dalam Hukum Islam. 



 

 
 

2. Keguanaan Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai aqad jual beli daging hewan buruan 

dalam hukum Islam serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat 

tentang daging hewan buruan seperti apa yang diperbolehkan dikonsumsi 

di dalam hukum Islam dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

khazanah keilmuan, serta pemikiran keIslaman pada civitas akademik 

Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu, diharapkan 

menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 

akan terus berlangsung, berkembang dan akan memperoleh hasil yang 

semaksimal mungkin. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 

pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode 

yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  

Alasannya dalam mengkaji suatu jual beli dengan konsep hukum Islam 

untuk melahirkan tinjauan di mana akan muncul suatu penjelasan tentang 

jual beli daging hewan buruan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 



 

 
 

(field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup 

konsep jual beli daging hewan buruan yang telah lama terjadi ditengah 

masyarakat dan menuangkan dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam 

hal ini penulis langsung mengamati mekanisme jual beli daging hewan 

buruan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat. 

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam 

melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada 

diperpustakaan yang relevan dangan masalah yang diangakat untuk diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis, yaitu Menurut Nazir dalam 

buku Metode Penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisa 

merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci 

aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat 

memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan 

datang. Yang dimaksud dengan metode deskriptif, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 

hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
13
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3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih kepada persoalan penentuan hukum dari jual 

beli daging hewan buruan yang terkait tentang masalah jual beli, mekanisme 

penjualan, pembayaran dan cara mendapatkan hewan buruan antara pihak-

pihak yang melakukan yang tergolong di dalamnya dan oleh karena itu 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari pelaku jual beli daging hewan buruan dan pihak yang 

memahami transaksi dalam mekanisme jual beli daging hewan buruan. 

b. Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun 

yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang 

diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa 

Jagaraga yang berjumlah 150 orang sebagai pemburu. Penulis berupaya 

untuk mengkaji informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistematik dalam 

proses jual beli daging hewan buruan. 



 

 
 

Sampel yang diambil berjumlah 15 orang berdasarkan Suharsimi Arikunto 

apabila subjek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar atau lebih 

dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau lebih. Sampel yang diambil 

berjumlah 15 orang. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun atau mengumpulkan data untuk penelitian ini,  

digunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan acara sistematik terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek penelitian. Obeservasi yang dilakukan, 

yaitu dengan mengamati mekanisme jual beli daging hewan buruan yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Jagaraga. 

b. Interview 

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, 

tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan 

daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak 

yang melakukan transaksi jual beli daging hewan buruan ini yang 

selanjutnya akan dilihat dari perspektif Hukum Islam. 

 

 



 

 
 

c. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kajian penelitian, yaitu jual beli daging hewan buruan ditinjau dari 

Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya 

adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui aqad jual beli, sistem 

jual beli dan apakah tata cara mendapatkan hewan buruan yang disyariatkan 

dalam Islam. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, 

yaitu agar dapat memberikan konstribusi keilmuan serta memberikan 

pemahaman mengenai jual beli daging hewan buruan yang ditinjau dari 

Hukum Islam. 

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif, 

metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus 

untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih 

umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam 

membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem 

aqad jual beli, dan mekanisme jual beli daging hewan buruan yang ditinjau 

dari Hukum Islam. Hasil tinjauannya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam psenelitian ini. 

  



 

 
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam Tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut etimologi atau bahasa artinya pertukaran atau saling 

menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu 

barang dengan barang yang lain  dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli 

juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai 

dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang 

yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli 

sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. 

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan 

beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual 

menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah 

perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua 

perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak penjual dan pihak lain 

membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli. 

ْٙ ءِبِ  ءِ يُثْقبُ بهَةَُ انشَّ ْٙ ب انشَّ  

Artinya: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”
14

 

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat 

tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah 
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pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang 

dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang 

mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua 

belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang 

terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan 

ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum 

Islam. Pada masa sekarang, cara melakukan jual beli mengalami 

perkembangan. di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih 

dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. 

Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label 

harga pada barang yang dijual sedangkan pernyataan pembeli (qabul) berupa 

tindakan pembeli membayar barang-barang yang diambilnya. 

Adapun pengertian lainnya, jual beli menurut etimologi artinya menukar 

sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara‟ artinya menukar harta dengan 

harta menurut cara-cara tertentu (aqad).
15

 Secara terminologi jual beli diartikan 

dengan “tukar menukar secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan 

dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar 

menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung 

maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu 

berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. 

Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” 

mengandung atri bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut bentuk yang 
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dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut 

cara yang telah ditentukan, secara suka sama suka.
16

 

Sementara pengertian lainnya secara terminologi beberapa ulama yang 

mendefinisikan jual beli. Salah satunnya adalah Imam Hanafi, beliau 

menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan 

cara tertentu atau tukar menukar sesuatu  yang disenangi dengan barang yang 

setara nilai dan manfaatnnya dan membawa manfaat bagi masing-masing 

pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling 

memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar 

menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar 

dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau 

yang tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya. 

Menurut Imam Hambali 

ًَ اْ يُببَدنةَُ  هِ ب بلِ بِ ن ًْ جَ َٔ ْٛكَب  هِ ًْ بلِ جَ ًَ كَبْٛ نْ  

Artinya : “pertukaran harta dengan harta, saling menjadikan milik”
17

 

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta 

untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan 

harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan 

syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan 

pendapat Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan 

harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta 
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dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat 

kecendrungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara 

tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul).
18

 

Menurut Haroen Nasroen jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang 

diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
19

 Jual beli 

dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya. 

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 

tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat di realisir dan ada 

seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di 

hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya 

atau sudah diketahui.
20

 

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar manukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan disepakati.
21
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Sesuai dengan kesepakatan hukum maksudnya ialah memenuhi 

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi 

berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. Benda dapat mencakup pengertian 

barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni 

benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut 

syara‟. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya 

tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak 

dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada 

yang menyerupai (qimi) dan lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan 

sepanjang tidak dilarang syara‟.
22

 

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang 

umum dan jual beli yang khusus. Jual beli yang umum ialah suatu perikatan 

tukar manukar sesuatu yang akan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan 

adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar manukar yaitu salah satu 

pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 

lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan 

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 

manfaat atau hasilnya.
23

 Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 

daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat 

direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik 
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barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah 

diketahui terlebih dahulu.
24

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan 

harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama 

suka dengan aqad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. 

Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang sebagai 

pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah 

yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka 

merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan 

dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah. 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al Qur‟an dan sunnah perkataan, 

serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jual beli sudah dikenal 

masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli 

dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar 

hukum disyari‟atkannya jual beli dalam Islam yaitu: 

a. Al Qur‟an 

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. 

Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak dapat terhenti selama 
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manusia itu hidup. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang 

lebih sempurna dalam memenuhi seseorang memberikan apa yang ia miliki 

untuk kemudian ia  memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai 

kebutuhan. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak 

zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan Allah 

mensyari‟atkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-

Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi: 

حَشَّ  َٔ ْٛعَ  أحََمَّ اُللُ اْنبَ بَٕا ... َٔ وَ انشِّ ... 

Artinya: “…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba…”(Q.S Al-Baqarah : 275)
25

 

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari 

perkataan mereka (pemakan riba), dan sekaligus bantahan terhadap diri mereka 

sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innama al-matsalu al-riba) 

padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan 

antara jual beli dan riba, (بَٕا حَشَّ وَ انشِّ َٔ ْٛعَ  أحََمَّ اُللُ انْبَ َٔ ) sebagaimana ditetapkan Allah 

ta‟ala. Allah mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak 

ketetapan-Nya dan Allah tidak diminta pertanggung jawaban atas apa yang 

telah ia kerjakan, justru merekalah yang akan diminta pertanggung jawaban. 

Allah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa 

yang bermanfaat bagi hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi 
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mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada 

sayangnya seorang ibu kepada bayinya.
26

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada 

manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan 

koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. 

b. Al-Hadits 

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadits yang menerangkan tentang 

jual beli yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yaitu: 

 ٍْ ْٛعُ عَ ب انْبَ ًَ جشََاضٍ اََِّ  

Artinya : “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling rida.”
27

 

 

ُّٖ انْكَسْبِ  ْٕ لُ اللُِ طَهَٗ اللُ عهّٛ ٔسهى ا ْٛعٍ  سُئمَِ سَسُ كُمَّ بَ َٔ  ِِ ذِ ْٛ جُمِ بَ مُ اسَّ ًَ اطَْٛبَُ قبَلَ: عَ

يَبْشُٔسٍ 
28

 

Artinya: Rasulullah SAW ditanya usaha apa yang paling utama, beliau 

menjawab. “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan 

setiap jual beli yang mabrur.”  

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan 

khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan 

penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. 
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Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan 

bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan 

dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.
29

 

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling 

baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan 

jika pekerjaan itu adalah jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur 

baik dari zatnya maupun sifatnya. 

c. Landasan Ijma‟, yaitu : 

Ulama‟ sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku 

(dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.
30

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli 

adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang 

yang dilakukan secara suka sama suka dengan aqad tertentu dengan tujuan 

untuk memiliki barang barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang 

diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda 

dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang 

atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena 

tanpa adanya kesukaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka 

jual beli tidak sah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hukum yang pokok dari segala 

sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang menharamkannya.
31
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Kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar dan 

hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. 

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah 

hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual 

beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli 

dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan 

manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi 

jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan 

tanpa melanggar batasan syari‟at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang 

dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini 

menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Rukun adalah kata mufrat dari kata jama‟ “arkaan”, artinya asas atau 

sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) 

dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu 

termasuk di dalam pekerjaan itu.
32

 Adapun rukun jual beli adalah:  

1) Penjual dan Pembeli 

Agar jual beli dapat disyaratkan menurut agama, maka yang beraqad 

(penjual dan pembeli) disyaratkan sebagai berikut: 
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a) Berakal 

Aqad dapat sah menurut hukum apabila yang beraqad tidak dalam keadaan 

gila, mabuk dan lainnya akalnya masih berjalan normal, masih bisa 

membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. 

b) Dengan kehendak sendiri 

Tidak adanya unsur pemaksaan dari pihak lain dalam aqad jual beli, sebab 

dalam nash disebutkan atas dasar suka sama suka. 

c) Baligh (telah cukup umur) 

Yang beraqad harus sudah baligh dan cukup umur, anak-anak kecil tidak sah 

jual belinya. 

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi rukun-rukun jual beli, 

diantaranya adalah “ijab dan qabul”. Di dalam jual beli harus ada ijab dan 

qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu memerlukan ijab dan 

qabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan kadar kebiasaan yang 

berlaku. Dalam ijab dan qabul tidak perlu kemestian menggunakan kata-kata 

khusus karena ketentuan hukumnya ada pada aqad dengan tujuan dan makna, 

bukan pada kata-kata dan bentuk itu sendiri. Syarat ijab dan qabul, sebagai 

berikut: 

1. Antara penjual dan pembeli berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah 

yang merusak aqad. 

2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada harga yang mereka 

aqadkan, berupa barang yang dijual dengan harga barang tersebut. 



 

 
 

3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (mahdi), seperti perkataan penjual 

“Aku telah jual” dan pembeli “Aku telah terima”. 

Jual beli dikatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, sebab 

dengan adanya ijab dan qabul itu menunjukkan adanya kerelaan, atau suka 

sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Suka sama suka tidak 

dapat diketahui melainkan dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan dari 

pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu kata-kata yang jelas atau perbuatan-

perbuatan yang dapat diketahui maksud dengan adanya kerelaan. 

b. Syarat Jual Beli 

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan 

keharusannya bagi orang yang memang disyariatkan dengannya. Hal ini 

didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, “orang-orang muslim menurut 

syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan 

mengharamkan yang halal. 

Syarat-syarat dalam jual beli adalah merupakan unsur-unsur yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing sebelum melakukan jual beli, sehingga akan 

jelaslah sah atau tidaknya jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat empat 

macam syarat, yaitu syarat terjadinya aqad (in‟iqad), syarat sahnya aqad, syarat 

terlaksanakannya aqad (nafadz), dan syarat lujum.
33

 

Syaikhul-Islam menyebutkan bahwa yang dapat dibatasi dari syarat-syarat 

itu ada dua pernyataan. Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam berbagi 

aqad dan syarat ialah adanya larangan di dalamnya, kecuali yang disebutkan 
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pembolehannya dalam syariat. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan 

termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, mayoritas Asy-Syafi‟I, 

sebagian rekan Malik dan Ahmad terkadang Ahmad memberikan alasan 

kebatilan aqad, karena tidak disinggung oleh atsar dan qiyas. Begitu pula 

sebagian rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak sahnya syarat, karena 

ia bertentangan dengan keharusan aqad, mereka berkata, “apapun yang 

bertentangan dengan keharusan aqad, maka ia batil”. Sedangkan ahli zhahir 

tidak menganggapnya sah baik aqad maupun syaratnya, kecuali yang 

pembolehannya ditetapkan nash atau ijma‟. Sedangkan Abu Hanifah, prinsip 

hukumnya mengharuskan tidak sahnya syarat dalam aqad, yang bertentangan 

dengannya secara mutlak. Asy-syafi‟i sependapat dengannya, bahwa setiap 

syarat bertentangan dengan keharusan aqad adalah batil.
34

 

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk 

menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang 

yang sedang aqad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan 

lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya aqad, aqad tersebut 

batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiah, aqad tersebut 

fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, aqad tersebut mauquf yang 

cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada 

kebolehan. Jika memenuhi syarat lujum, aqad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), 

baik khiyar untuk menetapkan maupun untuk membatalkan. Diantara ulama 

fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini 
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akan dibahas sekilas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli 

tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan yang ditetapkan yang 

berkaitan dengan syarat jual beli adalah: 

1. Syarat terjadinya aqad (in‟iqad) 

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara‟. Jika persyaratan ini 

terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan 

empat syarat, yaitu sebagai berikut. 

a. Syarat aqid (orang yang beraqad) 

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Berakal dan mumayyiz 

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Tasharuf yang boleh 

dilakukan anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga: 

a) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah. 

b) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak 

oleh anak kecil. 

c) Tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu 

aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali. Aqad yang 

harus berbilang, sehingga tidaklah sah aqad dilakukan seorang diri. 

Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli. 

 

b. Syarat dalam Aqad 

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul. Namun 

demikian, dalam ijab qabul terdapat 3 syarat berikut ini: 



 

 
 

1) Ahli Aqad 

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz 

(berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli aqad.
35

  

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa aqad anak 

mumayyiz bergantung pada walinya. Adapun menurut ulama Syafi‟iyah, 

anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan aqad 

sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). 

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 5: 

                      

             

Artinya : “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah 

mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 

kepada mereka kata-kata yang baik.”
36

 

 

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum 

sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim masih kecil atau orang 

dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya. 

2) Qabul harus sesuai dengan ijab. 

3) Ijab dan qabul harus bersatu. 

Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu. 

4) Tempat aqad. 

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul. 
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5) Ma‟qud „alaih (objek aqad) 

Ma‟qud „alaih harus memenuhi empat syarat:
37

 

a) Ma‟qud „alaih harus ada, tidak boleh aqad atas barang-barang yang tidak 

ada atau dikhawatirkan tidak ada seperti jual beli buah yang belum 

tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan secara 

umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah 

yang belum tampak hasilnya. 

b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin 

dimanfaatkan dan disimpan. 

c) Benda tersebut milik sendiri. 

d) Dapat diserahkan.
38

 

c. Syarat Pelaksanaan Aqad (Nafadz) 

1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk aqad 

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain 

Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, 

sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan 

oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (mauqud).
39
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Berdasarkan nafadz dan wakaf (penangguhan), jual beli terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Jual beli nafidz 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan 

rukun jual beli tersebut dikategorikan sah. 

2. Jual beli mauquf  

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan 

nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan aqad, seperti 

jual beli fudhul (jual beli milik orang lain tanpa izin). Namun demikian, jika 

pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika 

pemiliknya tidak mengizinkan maka dipandang batal. 

d. Syarat sah aqad 

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus : 

1) Syarat umum 

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli 

yang telah ditetapkan syara‟. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah 

disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak 

jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqit), penipuan 

(gharar), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. 

2) Syarat khusus 

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual 

beli ini harus memenuhi persyaratan berikut: 



 

 
 

a) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli 

benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau 

hilang. 

b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. 

c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah yaitu pada jual beli yang 

bendanya ada di tempat. 

d) Terpenuhi syarat penerimaan. 

e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang 

memakai ukuran atau timbangan. 

f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh 

karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih ada di tangan penjual. 

e. Syarat lujum (kemestian) 

Syarat ini hanya ada satu, yaitu aqad jual beli harus terlepas atau terbebas 

dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang aqad dan 

menyebabkan batalnya aqad. 

 

Menurut Mazhab Malik 

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan 

dengan aqid (orang yang aqad), shighat, dan ma‟qud „alaih (barang) 

berjumlah beberapa syarat. 

1) Syarat Aqid 

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah 

satu bagi penjual: 



 

 
 

a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz. 

b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil. 

c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan 

adalah tidak sah. 

d) Penjual harus sadar dan dewasa. 

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali 

dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula 

dipandang sahih jual beli orang yang buta. 

2) Syarat dan sighat 

a) Tempat aqad harus bersatu. 

b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah  

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung 

unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat. 

c) Syarat Harga dan yang dihargakan 

(1)  Bukan barang yang dilarang syara‟. 

(2)  Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain. 

(3)  Bermanfaat menurut pandangan syara‟. 

(4)  Dapat diketahui oleh kedua orang yang aqad. 

(5)  Dapat diserahkan. 

 

Mazhab Syafi‟i 

Ulama Syafi‟iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, 

shigot, dan ma‟qud alaih. Persyaratan tersebut adalah: 



 

 
 

1. Syarat aqid 

a. Dewasa atau sadar  

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama 

dan hartanya. Dengan demikian, aqad anak mumayyiz dipandang belum 

sah. 

b. Tidak dipaksa atau tanpa  hak. 

c. Islam 

d. Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al Qur‟an atau 

kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti haditst, kitab-kitab 

fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara 

lain pada firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi:  

                            

                           

                                

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan 

terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi 

bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami 

(turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir 

mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah 

kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang 

mukmin.” (Qs. An-nisaa ayat 141)
40

 

 

e. Pembeli bukan musuh 

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh 

yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum 

muslim. 

                                                             
40

 Al Qur‟an Terjemah Al-Ikhlas. An-Nisa ayat 141, hlm 101. 



 

 
 

2. Syarat Shighat 

a. Berhadap-hadapan 

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat aqadnya kepada orang 

yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang 

yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, “saya menjual 

kepadamu!” tidak boleh berkata, “saya menjual kepada Ahmad,” padahal 

nama pembeli bukan Ahmad. 

b. Ditujukan pada seluruh badan yang aqad 

Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau 

tangan kamu.” 

c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. 

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi 

oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan. 

d. Harus menyebutkan barang atau harga. 

e. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud). 

f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna (jika seseorang yang sedang 

bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang 

dilakukannya batal). 

g. Ijab qabul tidak terpisah. 

Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, 

yang menggambartkan adanya penolakan dari salah satu pihak. 

h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. 

 



 

 
 

i. Tidak berubah lafazh. 

Lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “saya jual dengan 

lima ribu, kemudian berkata lagi, “saya menjualnya dengan sepuluh ribu, 

padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan 

belum adalah qabul. 

j. Bersesuain antara ijab dan qabul secara sempurna 

k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. 

Aqad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan 

dengan aqad. 

l. Tidak berkaitan dengan waktu 

 

3. Syarat Ma‟qud Alaih (barang) 

a. Suci. 

b. Bermanfaat. 

c. Dapat diserahkan. 

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. 

e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan aqad. 

 

Mazhab Hambali  

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik 

dalam aqid, sighoat, dan ma‟qud „alaih 

 

 



 

 
 

1. Syarat aqid 

a. Dewasa 

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang 

yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur 

kemaslahatan. 

b. Ada keridhoan 

Masing-masing aqid harus saling meridhoi, yaitu tidak ada unsur 

paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas 

untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa. 

2. Syarat Sighat 

a. Berada ditempat yang sama. 

b. Tidak terpisah. 

Antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan 

adanya penolakan. 

c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu 

Aqad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan 

dengan aqad. 

3. Syarat Ma‟qud Alaih 

a. Harus berupa harta. 

Ma‟qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan 

syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan 

jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada 

lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus. 



 

 
 

Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli Al Qur‟an baik untuk orang 

muslim maupun kafir sebab Al Qur‟an itu wajib diagungkan, sedangkan 

menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka 

melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak 

bermanfaat lainya 

b. Milik penjual secara sempurna 

Dipandang tidak sah jual beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizing 

pemiliknya. 

c. Barang dapat diserahkan ketika aqad. 

d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 

Ma‟qud alaih harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang 

melangsungkan aqad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang 

yang buta. 

e. Harga diketahui oleh kedua pihak yang aqad. 

f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan aqad tidak sah. 

g. Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang 

menjadikan aqad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba. 

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual 

beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, 

dari segi objek jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli 



 

 
 

dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 

tiga bentuk:
41

 

a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan aqad jual beli benda 

atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. 

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli 

salam (pesanam). 

c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu 

jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan 

menimbulkan kerugian antara satu pihak. 

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga 

bentuk, yaitu: 

1. Jual beli dengan lisan. 

2. Jual beli dengan perantara. 

3. Jual beli dengan perbuatan. 

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua 

bentuk, yaitu:
42

 

1. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun 

ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang 

lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat 

mengikat keduanya. 
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2. Jual beli yang bathil yaitu jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak 

terpenuhi, macam-macam jual beli bathil: 

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. 

Para ulama fiqih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak 

sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang. 

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. 

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung 

yang telah lepas dari sangkarnya. 

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan. 

Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsure tipuan 

yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang 

kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik. 

d. Jual beli barang najis 

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, 

bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung 

makna-makna dalam arti hakiki menurut syara‟. 

e. Jual beli al-urbhan 

Jual beli bentukya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang 

telah dikembalikan lagi kepada penjual maka uang muka yang telah 

dibarat menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang. 

f. Jual beli fasid 

Menurut Ulama Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang 

batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang 



 

 
 

dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-

benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu 

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu 

dinamakan fasid. akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara 

jual beli yang fasid dangan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang 

fasid menurut ulama Hanafiyah, antara lain:
43

  

1) Jual beli al majhl yaitu benda atau barangnya secara global tidak 

diketahui secara menyeluruh. 

2) Jual beli barang yang ghoib, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli 

berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. 

3) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. 

4) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang 

diperjual belikan. Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan 

Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia dapat memiliki 

hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau 

penciuman. Menurut Syafi‟iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali 

sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas 

waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini 

disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjualcbelikan 

bersifat majhul.
44

 

5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya barang-barang 

yang diharamkan menjadi harga. 
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6) Jual beli ajal. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga 

RP. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, 

kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli barang itu 

dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-. 

7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. 

Apabila penjualan anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen 

khamr. 

8) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: 

“jika tunai harganya Rp. 10.000,-  dan jika berhutang harganya Rp. 

15.000,-. 

9) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna 

matangnya untuk dipanen. 

 

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam 

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan 

sehingga mengakibatkan teramakannya harta manusia dengan cara yang bathil. 

Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebenciaan, perselisihan, 

dan permusuhan di kalangan kaum muslim. Berikut beberapa contoh di 

antaranya:  

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, 

bangkai, dan khamr. 

b. Jual beli sperma (mani) hewan jual beli ini haram hukumnya. 



 

 
 

c. Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini 

dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. 

d. Jual beli muhalaqah. Muhalaqah ini banyak sekali, misalnya seorang 

menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. Farak ialah 

semacam timbangan yang beratnya 16 khati atau 3 gantang. Menurut tafsir 

lain, muhalaqah ini menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah 

dengan tamar (gandum) secara khatian. Hal ini karean muhalaqah berasal 

dari haqalah yang berarti tanah sawah atau kebun. 

e. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual 

rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-

lainnya. 

f. Muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang 

menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang maka 

orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang 

karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian. 

g. Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, hal ini dilarang karena 

mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul. 

h. Muzabanah, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang 

kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan 

ukurannya dengan kilo, sehingga akan merugikan yang punya padi kering. 

i. Gharar, jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di 

dalamnya buruk, dan yang sejenisnya. 



 

 
 

Menurut Ibn Al-Jazi Al-Maliki,
45

 

1. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam 

kandungan induknya. 

2. Tidak diketahui harga dan barang. 

3. Tidak diketahui sifat atau harga. 

4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga. 

5. Tidak diketahui masa yang akan datang. 

6. Menghargakan dua kali pada satu barang. 

7. Menjual barang yang diharapkan selamat. 

8. Jual beli husha‟, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh 

maka wajib membeli. 

9. Jual beli munabazah dan jual beli mulatsamah. 

 

B. Hukum Islam Tentang Hewan Buruan 

1. Pengertian Berburu 

Diantara sesuatu yang halal dan baik yang dimubahkan Allah bagi kita 

untuk memakannya yaitu ash-shahid yang menurut bahasa artinya berburu. 

Berburu dapat diartikan sebagai suatu hewan yang ditangkap dari jenis hewan 

yang dapat dimakan dagingnya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan 

kemudian. Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi 

orang yang melakukan berburu tersebut. Berburu hukumnya adalah mubah 

apabila daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah 

                                                             
45

 Ibid., hlm. 136. 



 

 
 

apabila dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi 

wajib jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun 

akan berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang-senang atau 

main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau 

menganiaya binatang buruan tersebut. 

Berburu hukumnya boleh (mubah), jika tidak membuat kemudharatan bagi 

manusia, misalnya merusak atau melenyapkan tanaman (kebun) orang lain, 

atau membuat bingung (terganggu) mereka di tempat tinggalnya, atau juga 

hanya untuk main-main atau kesenangan saja. Menangkap hewan halal yang 

liar, dengan melalui bantuan alat yang tidak akan mampu dihadapi oleh hewan 

buruan tersebut. Binatang buruan semuanya halal, kecuali binatang buruan 

yang diharamkan, baik binatang buruan laut maupun binatang buruan darat. 

Buruan yang dimubahkan adalah buruan yang ditangkap berdasarkan tujuan 

menyembelihnya, jika tidak, maka hukumnya haram. Rasulullah SAW juga 

melarang membunuh hewan kecuali untuk dimakan.  

 

2. Dasar Hukum Berburu 

Adapun dasar hukum berburu tentang kebolehan berburu telah ditetapkan 

dalam Al Qur‟an dan haditst serta ijma‟ ulama. Allah SWT berfirman: (QS Al-

Maidah ayat 96) 

                                  

                   



 

 
 

Artinya:“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang 

berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi 

orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu 

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan 

bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan.”
46

 

 

 
Dalam ayat lain (Q.S Al-Maaidah : Ayat 2) 

                       

                           

              

Artinya:”Dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah 

berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 

kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.”
47

 

 

Para ulama sepakat bahwa perintah berburu dalam ayat tersebut muncul 

setelah adanya larangan dan menunjukkan adanya kebolehan seperti yang 

terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S  Al-jumu‟ah ayat 10 yaitu : 
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Artinya:”Apabila shalat telah dilaksanakn, maka bertebbaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar 

kamu beruntung”.
48

 

Maksud dari ayat tersebut adalah kebolehan mencari rezeki karena adanya 

perintah tersebut turun setelah adanya larangan, meskipun para fuqaha masih 

memperselisihkan apakah perintah (suruhan) itu menunjukkan kebolehan 

(ibahah). Atau tidak menunjukkannya yang pada dasarnya suatu perintah itu 

menunjukkan wajib
49

. Selain dari itu, di dalam haditst diterangkan juga tentang 

kemubahan atau kebolehan berburu dengan anjing buruan seperti yang 

dijelaskan pada hadits dari Sufyan bin Abi Zubair,  

ٍِ اقْحََُٗ كَبببًلاَٚغُُِْٗ عَُُّ صَسْعً  لُ : يَ ْٕ لُ اللُِ ٚقَُ ْٕ عْثُ سَسُ ًِ ْٛشٍ قبَلَ : سَ ٍِ ابَِٗ صَُْ ٌَ بْ ٍْ سُفْٛبَ  ب َٔ عَ

ْٕ وٍ قشَِاطٌ.  ِّ كُمَّ َٚ هِ ًَ ٍْ عَ لاَ ضَشْعًبَقَضََ يِ َٔ  

Artinya: Dari Sufyan Bin Abi Zuhair, ia berkata : aku pernah mendengar 

Rasulullah SAW. Bersabda : “siapa yang memelihara anjing bukan 

untuk menjaga tanaman dan tidak untuk (menjaga) ternak maka 

pahala amalnya setiap hari berkurang satu qirath.” (HR. Muslim).
50

 

 

Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang 

yang melakukan perburuan tersebut. Berburu hukumnya adalah mubah apabila 

daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah apabila 

dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi wajib 

jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan 
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berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang-senang atau main-

main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau 

menganiaya binatang buruan tersebut. 

a. Hukum Berburu dengan Anjing 

Ulama mazhab Syafi‟i berpendapat jika hasil buruan yang sempat tergigit 

oleh anjing maka hukumnya adalah menjadi makanan haram dan harus 

dibersihkan sebanyak tujuh kali dan satu diantaranya dibersihkan memakai air 

yang sudah dicampur dengan tanah sehingga hewan buruan tersebut sudah 

halal atau suci. 

Sementara ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi‟i dan juga mazhab 

Hanbali mengatakan jika bekas gigitan anjing hukumnya adalah halal dan tidak 

wajib untuk dibersihkan sehingga secara garis besar, hewan buruan tersebut 

merupakan hewan halal menurut Islam untuk dikonsumsi namun dengan syarat 

jika hewan berburu sudah terlatih. 

b. Hukum Halal Menjadi Khilaful Awla 

Dari pendapat Al Hanafiyah, hukum berburu akan berubah dari halal jadi 

khilaful awla atau bertentangan dengan yang utama bisa terjadi disaat berburu 

dilakukan pada malam hari. Akan tetapi pendapat ini tidak sama dengan 

mazhab Al Hanabilah dalam kitab Al Mughni jika tidak masalah berburu pada 

malam hari. 

c. Hukum Halal Menjadi Makruh 

Hukum berburu yang tadinya halal juga bisa berubah menjadi makruh 

apabila tujuan berburu yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan 

http://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-haram/makanan-haram
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menjadi perbuatan yang sia-sia dan bukan untuk dikonsumsi atau karena 

kebutuhan. Ini diambil berdasarkan hadits riwayat Al Imam Muslim,  

ٔحُ غَشَضًب ِّ انشُّ ْٛئبً فِٛ   لاَ جحََّخِزُٔا شَ

Artinya: “Janganlah membunuh hewan yang punya ruh” (HR. Muslim).
51

 

Para ulama juga mengatakan hukum asal dari berburu adalah halal pada 

beberapa kondisi, akan tetapi bisa berubah menjadi haram seperti: 

1) Berburu saat Berihram 

Fungsi Al Quran dalam kehidupan memang sudah mencakup dari segala 

segi. Dalam Al Quran Al Karim disebutkan jika haram berburu apabila 

dilakukan oleh orang yang sedang berihram.  

2) Berburu Hewan di Tanah Haram 

Hewan yang hidupnya di tanah haram atau disebut dengan haram juga 

merupakan hewan yang dilarang untuk diburu.  

3) Berburu Hewan Kepunyaan Orang Lain 

Berburu hewan yang merupakan kepunyaan orang lain hukumnya 

diharamkan sebab ada pemilik hewan tersebut dan tentunya tidak ingin 

hewan miliknya diburu dan dibunuh. Dalam hal ini, hewan yang dimaksud 

bukanlah jenis hewan liar namun hewan yang sudah ada pemiliknya. 

4) Berburu Hewan dilindungi 

Saat ini, banyak perburuan liar dengan jumlah yang semakin bertambah 

khususnya pada jenis hewan yang sudah hampir punah. Oleh karena itu, 

banyak pemerintahan dunia yang melarang perburuan jenis hewan tertentu 
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dan bahkan dibentuk program nasional serta internasional yang berfungsi 

untuk menjaga beberapa hewan tersebut dari kepunahan. 

Oleh karena itu, meskipun larangan bukanlah berasal dari pemerintahan 

Islam akan tetapi tetap harus diperhatikan umat muslim karena umat muslim 

juga memiliki kewajiban untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan 

biota sehingga berburu hewan liar yang sudah dilindungi hukumnya berubah 

menjadi binatang haram dalam Islam yang diharamkan untuk diburu. 

 

3. Syarat-Syarat Berburu. 

Banyak sekali orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain yang hidupnya 

dari berburu, oleh karena itu Al Qur‟an dan haditst menganggap penting pada 

persoalan ini dan ahli fiqih kemudian membuat bab tersendiri, dengan 

menguraikan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib dan 

mana yang sunnah. 

Banyak binatang dan burung-burung yang dagingnya baik sekali, tetapi 

sukar didapatkan oleh manusia, karena tidak termasuk binatang peliharaan. 

Untuk itu Islam tidak memberikan persyaratan dalam menyembelih binatang-

binatang tersebut, seperti halnya persyaratan yang berlaku pada binatang-

binatang peliharaan yang harus disembelih pada lehernya. Islam menganggap 

cukup apa yang dikiranya mudah untuk memberikan keringanan dan 

keleluasaan kepada manusia. Islam membuat beberapa peraturan dan 

persyaratan yang tunduk pada aqidah dan tata tertib Islam serta membentuk 

setiap persoalan umat Islam dalam suatu karakter Islam. 
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Syarat-syarat itu yang bertalian dengan si pemburu itu sendiri, dan ada 

yang bertalian dengan binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan 

binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan alat yang dipakai untuk 

berburu. semua. Semua peralatan tersebut, berlaku hanya untuk binatang darat. 

Adapun binatang laut, dihalalkan oleh Allah tanpa suatu ikatan apapun. 

a. Syarat-syarat yang  berlaku untuk berburu. 

Syarat yang berlaku untuk berburu binatang darat sama halnya dengan 

syarat yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih hewan, yaitu: 

1) Orang Islam atau ahli kitab (termasuk orang yang dapat dikategorikan 

sebagai ahli kitab). Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan 

Nasrani tak ubahnya seperti sembelihan mereka.
52

 

2) Mumayiz dan berakal, artinya tidak halal hasil buruan anak-anak yang 

belum mumayiz, hasil buruan orang gila dan orang mabuk, seperti juga 

tidak halalnya hasil sembelihan mereka. 

3) Bukan sedang berihram, karena seorang muslim yang sedang berihram 

berarti dia dalam fase kedamaian dan keamanan yang menyuluruh yang 

berpengaruh sangat luas terhadap alam sekelilingnya, termasuk binatang 

dipermukaan bumi dan burung yang sedang terbang diangkasa.
53

 Sebagai 

firman Allah SWT : (Q.S Al-Maaidah ayat 96) 
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Artinya:”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang 

berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi 

orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu 

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan 

bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan.
54

 

 

Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha 

seperti mengail, memikat, dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian 

laut disini ialah: sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Maksud ikan atau 

binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau 

terdampar di pantai dan sebagainya. 

b. Syarat yang berkenaan dengan binatang buruan 

Binatang yang dihalalkan untuk diburu adalah binatang yang dapat 

dimakan dagingnya dan tidak dapat dimakan dagingnya. Apabila binatang itu 

tidak dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan memburunya karena untuk 

menghilangkan (menghindarkan) kebuasannya, seperti juga dihalalkan untuk 

membunuhnya. Begitu juga dihalalkan memburu binatang untuk diambil 

manfaatnya, misalnya untuk diambil giginya atau bulunya. Adapun binatang 

buruan yang dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan untuk memburuya 

dengan syarat-syarat, antara lain : 

1) Binatang tersebut sifatnya liar, sehingga dengan sifatnya yang liar itu 

manusia tidak dapat menjinakkan, sehingga dapat sifatnya yang liar itu 

manusia tidak dapat menjinakkannya, misalnya: kijang, keledai liar, sapi 

liar, kelinci, dan sejenisnya, maka halal untuk diburu. Namun, apabila 
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binatang tersebut menjadi jinak, maka tidak halal kecuali dengan 

menyembelihnya, seperti halnya menyembelih unta, sapi, dan kambing. 

2) Binatang itu terhalang dan tidak terjangkau oleh manusia untuk ditangkap, 

maka tidak halal untuk memburu binatang yang mampu ditangkap manusia 

seperti ayam, angsa, unggas, merpati jinak, dan sejenisnya. Karena binatang 

tersebut jinak dan memungkinkan untuk ditangkap. Berbeda dengan merpati 

gunung dan sejenisnya, karena binatang tersebut liar dan tidak 

memungkinkan untuk ditangkap, maka halal untuk diburu. 

3) Bintang tersebut bukan dalam kondisi milik orang lain, maka haram 

memburu binatang buruan milik orang lain, dan hasil buruannya tidak halal. 

4) Bintang itu bukan jenis dari jenis binatang yang bertaring dan berkuku 

tajam, seperti srigala dan binatang buas harimau dan sejenisnya yang tidak 

dihalalkan untuk dimakan. 

5) Binatang itu tidak dalam keadaan hidup ketika ditemukan setelah diburu, 

jika binntang itu ditemukan dalam keadaan hidup maka tidak sah dimakan 

kecuali setelah menyembelihnya. Hal ini didasarkan pada hadits nabi SAW: 

رَكَشْتَ  َٔ ةَ  ًَ عَهَّ ًُ ّْٛ ٔسهى قمََ : إِرَاأسَْسَهثَ كِلابَكََ اْن ِّٗ طهٗ اللُ عه ٍِ انَُّبِ ٍِ حَبجِىٍ عَ ِّ٘ بْ ٍْ عَذِ عَ

ٌِّ أخََبفُ أَ  ِ ٌْ ٚؤَْ كٌمَ اْنكَْبُ فمََ جؤَكُْمْ, فإَ ْٛكَ إلِاَّ أَ ٍَ عَهَ بأيَْسَ ًَّ بأيَْسَكَ عَهَٗ االلُِ فكَُمْ يَ ًَ ٌَ إََِّ  ْٕ ٌْ ٚكَُ

ِّ )سٔاِ أحًذ(  َفَْسِ

Artinya: Dari Adi bin Hatim r.a. dari Nabi SAW., ia bersabda : “Apabila 

engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau sebut nama 

Allah maka makanlah hasil tangkapannya kecuali kalau anjingmu itu 

memakan (hasil buruannya itu) maka janganlah engkau makan, 



 

 
 

karena aku khawatir bahwa ia menangkap itu untuk dirinya sendiri,” 

(Hr. Ahmad, Bukhori dan Muslim).
55

 

 

 

4. Alat-alat yang digunakan untuk berburu 

Alat yang dipergunakan untuk berburu ada dua macam, yaitu benda (alat) 

yang dapat melukai seperti tombak, panah, dan pedang, dan binatang yang 

dapat melukai yang telah dididik sebelumnya seperti anjing, singa, burung 

elang, rajawali, dan sebagainya.
56

 Sebagaimana yang dijelaskan pada hadits 

Nabi SAW yaitu: 

ببَصٍثىَُّ أسَْسَهْحَُّ َٔ  ْٔ ٍْ كَهْبٍ أَ ثَ يِ ًْ لَ ا اللُِ صَ قمََ : يَب عَهَّ ْٕ ٌَّ سَسُ ٍِ حَب جىٍِ أَ ِّٖ بْ ٍْ عَذِ عَ

نىَْ ٚؤَْ  َٔ ٌْ قحَمََ  إِ َٔ ٌْ قحَمََ ؟ قمََ :  إِ َٔ ْٛكَ فكَُمْ يَب ايَسَكَ عَهَٛكَْ, قهُْثُ :  رَكَشْتَ اسْىَ اللُِ عَهَ َٔ

ْٛئبًفإَِ  ُُّْ شَ ًِ ْٛكَ. = سٔاِ احًذ ٔأبٕدأد=كُهْ آأيَْسَكَُّ عَهَ ًَ ََّ
57

 

Artinya: Dari Adi bin Hatim (ia berkata): sesungguhnya Rasulullah SAW. 

Bersabda: “anjing atau burung yang enkau latih kemudian engkau 

lepaskannya dan engkau sebut asma Allah atasnya maka makanlah 

hasil tangkapannya.” Aku bertanya: jika dibunuh? Ia menjawab: 

“jika dibunuh sedang ia tidak memakannya maka sebenarnya 

tangkapannya untukmu.” (HR. Ahmad dan Abu Daud. 

 

Penjelasan dari hadits di atas adalah Syarih Rahimullah berkata: perkataan 

“anjingmu yang terlatih” itu, yang dimaksud anjing yang terlatih yaitu “anjing 

yang telah dilatih oleh pemiliknya untuk berburu sehingga kalau dilepaskan ia 

akan mencari mangsa dan kalau di stop ia akan berhenti dan jika berhasil 

menangkap binatang maka ia peruntukan bagi tuannya”. 
58
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a. Berburu dengan senjata 

Berburu yang dilakukan oleh orang terkadang dengan menggunakan 

senjata tajam yang dapat melukai binatang yang diburu sesuai dengan hadits 

Rasulullah SAW, yaitu: 

ْٛحىُْ  ب ٚحَِمُّ نَُبَ؟ قمََ : ٚحَِمُّ نكَُىْ يَبرَكَّ ًَ وٌ َشَْيِٗ فَ ْٕ ٍّ٘ قمََ : قهُْثُ ٚبَ سَسُٕ لَ اللُِ إََِّب قَ ٍْ عَذِ  عَ

يَبرَكَشْ جىُُ اسْ  خَضَقْ َٔ َٔ  ِّ ْٛ ُُّْ  =سٔاِ أحًذىَ اللُِ عَهَ 59=حىُْ فكَُهُٕايِ  

Artinya: dari Adi r.a., ia berkata : aku bertanya : ya Rasulullah ! kami ini 

kaum yang suka berburu dengan memanah. Bagaimanakah cara yang 

boleh bagi kami? Ia menjawab: “yang halal bagi kamu ialah binatang 

yang kamu sembelih sedang yang kamu panah dengan menyebut asma 

Allah atasnya (kemudian mati), maka makanlah.” (HR. Ahmad). 

 

Mengenai senjata tajam para fuqaha telah sepakat mengenai macamnya, 

yaitu tombak, pedang, dan panah, karena sudah ada ketegasannya dalam Al 

Qur‟an dan hadits. Dengan demikian, senjata dan sejenisnya yang dapat 

melukai hal-hal yang diperselisihkan pemakaiannya dalam penyembelihan 

hewan jinak, seperti gigi, kuku, dan tulang.
60

 Berburu dengan senjata tajam 

mempunyai dua persyaratan, yaitu: 

1) Hendaknya alat atau senjata tersebut dapat menembus kulitnya, dimana 

bintang tersebut mati karena ketajaman senjata tersebut bukan karena 

beratnya.
61

 

2) Harus disebut Asma Allah ketika melemparkan (melepas) alat tersebut atau 

ketika memukulkannya. Adapun larangan memakan buruan yang terkena 

peluru dan tidak sempat disembelih serta menganggapnya sebagai binatang 
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yang mati terpukul sesungguhnya yang dimaksud adalah peluru yang terbuat 

dari tanah, lalu dikeringkan dan kemudian dilemparkan. Hal ini berbeda 

dengan peluru yang berasal dari senjata atau timah.
62

 

b. Berburu dengan menggunakan binatang pemburu 

Kalau berburu dengan menggunakan anjing atau burung elang (binatang 

pemburu), maka yang harus ada dalam masalah tersebut, adalah: 

1) Binatang tersebut harus diajar (dilatih), yang dimaksud diajar kemampuan si 

tuan untuk mengatur dan mengarahkan, di mana jika anjing itu dipanggil ia 

akan bertahan dan kalau diusir ia akan pergi.
63

 

2) Binatang tersebut harus memburu buruan untuk tuannya. Menangkap atau 

memburu untuk tuannya, maksudnya adalah bahwa binatang tersebut tidak 

memakan binatang hasil buruannya, jika ia memakannya berarti ia tidak 

menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan 

tersebut tidak halal.
64

 

3) Menyebut nama Allah ketika hendak melepaskannya, yaitu seperti 

menyebut asma Allah ketika hendak melepaskan panah, tombak, atau 

memukulkan pedang. Hal ini berdasarkan Al Qur‟an dan hadits terdahulu. 

Kemudian, jika lupa menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka 

susullah penyebutan asma Allah ketika hendak memakannya, sebagaimana 

dilakukan dalam hal penyembelihan. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Desa Jagaraga Kabupaten Lampung Barat 

1. Sejarah Berdirinya Desa Jagaraga  

Desa Jagaraga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Desa Jagaraga pada 

awalnya adalah daerah yang tidak ada penghuninya, hanya sebuah hutan yang 

tidak ada penghuninya sama sekali. Kemudian pada tahun 1882-1888 didatangi 

dan dihuni oleh kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembara.
65

 

Berdatangannya masyarakat ke Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dan 

dengan mempunyai keturunan serta perkembangan zaman pun berubah, 

pendudukan Desa Jagaraga Kecamatan Sukau mulai ramai, maka datanglah 

penduduk-penduduk baru untuk mendiami desa tersebut, sehingga desa 

Jagaraga tidak hanya berpendudukan masyarakat satu suku, melainkan telah 

berbaur dengan suku-suku lain. Dengan kehadiran warga baru akhirnya mereka 

berkerja sama membangun dan meningkatkan mata pencaharian mereka 

dengan bertani. 

Pada awalnya, Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung 

Barat dipimpin oleh pembarap (Kepala Desa) mulai dari tahun 1882-1888 

menurut cerita penggawa lama yang bernama Elwan Radensi yang bertugas 

dari tahun 1971-1995 bahwa sepengetahuan beliau adalah: 
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a. Pembarap Bastam pada tahun 1947-1953. 

b. Pembarap Abdurrahman pada tahun 1953-1968. 

c. Pembarap Amir pada tahun 1968-1978. 

d. Pembarap Nurdin pada tahun 1978-1983. 

Kemudian pada tahun 1984, berdasarkan UUD No. 5 Tahun 1984 dan 

Lembaran Negara (LN) 1984/22;TLN No.3274, Tentang Perindustrian, sebutan 

pasirah dan pembarap diganti menjadi Kepala Desa, dan Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh beberapa Kepala 

Desa,
66

 yaitu : 

a. Tahun 1972-1978  Bapak H. Usman 

b. Tahun 1978-1983  Bapak Muhammad Bakri 

c. Tahun 1983-1988  Bapak Zainal S.H 

d. Tahun 1988-1993  Bapak Muhammad Bakri 

e. Tahun 1993-1998  Bapak Zainul Hakim 

f. Tahun 1998-2002   Bapak Sulton S.Ag. 

g. Tahun 2002-2003  Bapak Heri S.Ag (PJS) 

h. Tahun 2003-2004  Bapak Ameren (PJS) 

i. Tahun 2004-2009  Bapak Nopi Yanto S.Pd 

j. Tahun 2009-2014  Bapak Nopi Yanto S.Pd 

k. Tahun 2014-sekarang  Bapak Nopi Yanto S.Pd 

Secara geografis Desa Jagaraga terletak di Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat dengan luas wilayah menurut penggunaan 1.697,00 Ha, luas 
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wilayah tanah sawah 18,00 Ha, luas wilayah tanah kering 79,00 Ha, Luas 

wilayah tanah perkebunan 1.572,00 Ha, luas wilayah tanah fasilitas umum 

28,00 Ha, dengan penduduk keseluruhan berjumlah 1.375 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki 673 jiwa, dan perempuan 702 jiwa.
67

  Adapun batas wilayah Desa 

Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yaitu sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau.  

2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pagar Dewa Kecamatan Sukau. 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kawasan.  

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau. 

Sedangkan kondisi geografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat yaitu sebagai berikut: 

a. Ketinggian dari permukaan laut 900,00 mdl.  

b. Banyaknya curah hujan 50,00 mm. 

c. Suhu udara rata-rata 36,00
0 
C. 

d. Orbitasi (jarak pusat pemerintahan)
68

 sebagai berikut: 

1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km. Lama jarak tempuh ke 

ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor yaitu 20 menit.  

2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 10 km. Lama jarak tempuh ke 

ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 jam. 

3) Jarak dari pusat pemerintah provinsi 1500 km. lama jarak tempuh ke ibu 

kota provinsi dengan kendaraan bermotor yaitu 7 jam. 
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2. Keadaan Demografis Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat  

 Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki 

penduduk 340 KK atau 1357 Jiwa, dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 673 

jiwa dan perempuan berjumlah 702 jiwa. Berikut merupakan jumlah penduduk 

menurut klasifikasi umur di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

 

NO  USIA  
Jenis Kelamin Jumlah 

Jiwa  
Presentase 

L P  

1 0-12    Bulan 19 13 32   

2 1-6      Tahun 82 92 174   

3 7-13    Tahun 120 129 249   

4 14-20  Tahun 76 91 167   

5 21-27  Tahun 122 101 223   

6 28-34  Tahun 69 52 121   

7 35-45  Tahun 58 46 104   

8 46-55  Tahun 66 57 125   

9 55 Tahun Keatas 61 70 131   

 

 Besarnya jumlah penduduk desa Jagaraga Kecamatan Sukau tersebut 

adanya berpendidikan rendah dan juga berpendidikan tinggi, ada yang tidak 

lulus sekolah dasar dan tamatan sekolah dasar saja dan ada juga penduduk yang 

lulus SLTP/SMP, dan SLTA/SMA, D1, D2,D3, bahkan ada juga penduduk 

yang berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk 

berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 



 

 
 

Tabel 3.2 

Perincian Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum di Desa 

Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

 

No Pendidikan  
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P  

1 Belum sekolah usia 3-6 tahun 50 40 90 

2 TK/ Taman Bermain usia 3-6 tahun  10 14 114 

3 Tidak Pernah Sekolah usia 7-10 tahun 20 4 24 

4 Sedang Sekolah usia 7-18 tahun  24 27 75 

5 Tidak pernah Sekolah usia 18-56 tahun 2 1 3 

6 Pernah SD tetapi tidak tamat  50 73 126 

7 Tamat SD/ Sederajat  80 93 173 

8 Tidak tamat SLTP/SMP usia 12-56 tahun 12 45 230 

9 Tamatan SMP/Sederajat   75 34 109 

10 Tamat SMA/Sederajat  180 90 379 

11 Tamat D3/Sederajat 5 9 14 

12 Tamat S1 6 18 38 

Jumlah Total 514 448 1375 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat 

di desa Jagaraga paling banyak lulusan SLTA/SMA. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa masyarakat di desa Jagaraga dalam bidang pendidikan tergolong kurang 

maju, kondisi pendidikan seperti ini pada akhirnya sulit untuk menerima 

berbagai macam perubahan sosial, ekonomi dan agama, yang akibatnya akan 

berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. 

a. Keadaan Sosial Ekonomi di Desa Jagaraga 

Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Desa Jagaraya 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sebagian besar adalah tani yang 

sebagian besar hanya lulus SLTP dan SLTA, sedangkan mata pencaharian 



 

 
 

sebagai PNS sebagian besar lulus dari Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 3.3 

Perincian Penduduk Menurut Tingkat Ekonomi di Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

 

No Jenis Pekerjaan  Laki-laki  Perempuan  

1. Tani  245 200 

2. Buruh Tani 40 35 

3. PNS 3 9 

4. Pengrajin  3 0 

5. Perternak  53 40 

6. Montir  2 0 

7. Pengobatan Alternatif  5 0 

8. TNI 3 0 

9.  POLRI  1 0 

10. Guru Swasta  5 3 

11. Pedagang keliling  3 0 

12. Pembantu Rumah Tangga 0 5 

13. Dukun Tradisional 2 0 

14. Wiraswasta  51 37 

15. Ibu Rumah Tangga 0 237 

16. Pensiun  1 0 

17. Perangkat Desa 12 2 

Jumlah Total Penduduk 814 Orang 

   

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat di 

Desa Jagaraga Kecamatan Sukau memiliki jenis usaha ekonomi yang beragam. 

Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan 

dibidang lainnya. Jenis usaha ini secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap tingkat perekonomian Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten 

Lampung Barat. Masyarakat sangat tergantung pada keadaan cuaca yang 



 

 
 

nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi masyarakat Desa 

Jagaraga. 

b. Keadaan Sosial Budaya Desa Jagaraga  

 Masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau tergolong masyarakat 

Heterogen, yang memilki sikap dan sifat yang berbeda dalam menanggapi 

suatu permasalahan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya, serta kesukuan yang berbeda- beda. 

Kenyataan ini diketahui bahwa kegiatann dan keadaan sosial budaya tidak 

mempengaruhi persamaan dan perbedaan. 

Pada masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau terdapat beberapa suku: 

Ogan, Jawa, Sunda, Lampung. Adapun mayoritas suku Ogan, kemudian diikuti 

suku lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian data dari jumlah 

penduduk Desa Jagaraga Kecamatan Sukau dilihat dari jumlah suku bangsa, 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Perincian Pendudukan Menurut Suku Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

 

No Suku Laki-laki Perempuan  

1. Sunda  65 70 

2. Jawa  102 131 

3. Lampung  54 7 

4. Ogan  502 494 

Jumlah 673 702 

   

 Berdasarkan tabel diatas maka terlihatlah bahwa jumlah penduduk 

berdasarkan suku yang mendiami atau bertempat tinggal di Desa Jagaraga 

adalah suku Ogan, Sunda, Lampung, Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Desa 



 

 
 

Jagaraga adalah mayoritas penduduk asli daerah itu sendiri dan dari 

keberagamaan suku ini menjadikan masyarakat desa Jagaraga semakin bersatu 

dan saling peduli antar sesamanya. 

Selain itu masyarakat terbina secara intensif dan memiliki kesadaran yang 

cukup baik di mana mereka telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain yang bersifat 

kemasyarakatan, seperti kegiatan gotong royong yang dikerjakan secara 

bersama-sama baik gotong royong program pemerintah maupun gotong royong 

yang memperingati hari-hari besar. Dalam hal gotong royong program 

pemerintah diantarnya kebersihan lingkungan, ronda atau siskamling, 

memperbaiki jalan, dan kegiatan lain berjalan dengan baik. 

c. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Jagaraga 

Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk 

menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, maka umat akan 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga yang 

terjadi pada masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung 

Barat yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam. 

Masyarakat desa Jagaraga mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi 

ada juga sebagian masyarakat yang memiliki kepercayaan dan menganut 

agama lain seperti Kristen. Walau berbeda keyakinan, masyarakat desa 

Jagaraga memiliki toleransi yang tinggi antar sesamanya. Untuk lebih jelasnya 

tentang perincian penduduk menurut agama di desa Jagaraga dapat terlihat 

pada tabel berikut ini: 



 

 
 

Tabel 3.5 

Perincian Penduduk Menurut Agama di Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

 

No  Agama Laki-laki Perempuan 

1 Islam 670 698 

2 Kristen 3 4 

3 Katolik - - 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

Jumlah 673 702 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penduduk 

desa Jagaraga mayoritas agama Islam yaitu berjumlah 1.368 jiwa dan pemeluk 

agama lain yaitu agama Kristen berjumlah 7 jiwa. Berdasarkan jumlah 

penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal 

dasar bagi pembinaan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, 

tentunya sesuai dengan kondisi psikologis, dan sosial masyarakat. 

Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam di Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.6 

Perincian Bangunan Pribadatan Umat Islam Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

 

No  Bagunan Pribadahan Jumlah 

1 Masjid 3 

2 Mushola 4 

Jumlah 7 



 

 
 

 Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa di Desa Jagaraga Kecamatan 

Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki 3 buah masjid dan 4 buah musholla 

untuk bangunan pribadatan umat Islam. Untuk memajukan kegiatan 

keagamaan di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

sudah berjalan pengajian-pengajian rutin ibu-ibu setiap malam senin dan 

minggu. 

d. Struktur Organisasi Desa Jagaraga  

 Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi, hal ini 

dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan 

gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerja 

sama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja 

dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai 

dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung 

jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus 

berkonsultasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. 

Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan 

sehari-hari di dalam pelaksanaan tugas dapat terjadi sehingga koordinasi antara 

atasan dan bawahan akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini 

dapat diketahui melalui struktur yang ada di organisasi, tugas dan tanggung 

jawab seseorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada yang telah di 

tentukan oleh badan organisasi tersebut, selain itu didasarkan atas kemampuan 

paara pekerja itu sendiri. 



 

 
 

Adapun organisasi Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung 

Barat, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cara Pelaksanaan Berburu di Desa Jagaraga 

Pelaksaan di lapangan sendiri para pemburu melakukan pemburuan 

dengan niat untuk berburu hewan yang merusak tanaman seperti babi dan 

kadang pula mereka berburu untuk makan seperti kijang dan rusa. Cara berburu 

yang dilakukan oleh penduduk desa Jagaraga adalah dengan menggunakan alat 

berburu pada umumnya yaitu tombak, senapan, dan juga menggunakan anjing 

pemburu yang sudah mereka latih.  Mereka berburu secara berkelompok dan 

biasanya mereka berburu pada hari Jumat dan malam hari. Pada malam hari 
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mereka berburu binatang buruan mengandalkan cahaya bulan dan alat 

penerang (senter). 

Mereka berburu di tempat berburu yang mereka jelajahi, biasanya di 

kebun-kebun milik warga dan tidak jarang juga mereka berburu di hutan kaki 

gunung seminung yang dekat dengan wilayah desa Jagaraga. 

 

C. Jenis Hewan yang di Buru di Desa Jagaraga 

Banyak sekali hewan yang diburu untuk diambil bagian tubuhnya untuk 

deprjualbelikan, kegiatan tersebut jelas mengganggu keseimbangan ekosistem. 

Tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian. Perkembangbiakan hewan jelas 

akan terganggu dan kepunahan hewan yang dilindungi merupakan kerugian 

besar. Sedangkan jenis hewan yang sering diburu di desa Jagaraga adalah 

1. Rusa 

2. Kijang 

3. Trenggiling 

4. Kancil 

5. Landak 

6. Burung Enggang Gading 

7. Burung murrai 

8. Babi 

Dengan daftar hewan yang sering di buru di atas adalah hewan yang 

dilindungi oleh negara kecuali babi. 

 

 



 

 
 

D. Jual Beli Daging Hasil Buruan di Desa Jagaraga 

Dalam bahasa Arab, berburu dikenal dengan nama As-Said dengan bentuk 

masdar sada‟ yang berarti menangkap atau mengambil sehingga dalam arti 

menangkap binatang liar bukan untuk diperjual belikan. Para ulama fikih 

sepakat dalam berpendapat jika dasar hukum Islam berburu adalah mubah atau 

diperbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi hukumnya akan berubah menjadi 

haram jika dilakukan saat ibadah haji atau umrah.  

Pelaksanaan jual beli daging hewan hasil buruan dilakukan oleh penduduk 

desa Jagaraga dengan cara ketika para pemburu telah pulang dari tempat 

perburuan, mereka memperjualkan daging hasil buruan mereka kepada 

penduduk desa Jagaraga dengan cara memberitahukan kepada pembeli dengan 

mendatangi tempat tinggal pembeli. Sedangkan harga daging hewan buruan 

tersebut di samakan dengan harga daging sapi pada saat itu. 

 

E. Pelaksanaan Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai 

harganya, sehingga kelestarianna perlu dijaga agar tidak punah baik karena 

factor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan. Menurut Pasal 1 

Ayat 5 UU No.05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang 

hidup di darat, di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan 

satwa lihat dalam Pasal 1 Ayat 7 UU No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

http://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam


 

 
 

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di 

darat, di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang 

hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar 

dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih 

mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh 

manusia. 

Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap yang 

dilindungi terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) UU/5/1990 yang berbunyi: 

Setiap yang dilarang untuk 

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati; 

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 

satwa dalam keadaan mati; 

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari sesuatu tempat di Indonesia 

ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau barang-

barang yang dibuat dari bagian –bagian satwa tersebut atau 

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau 

di luar Indonesia; 

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau 

memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. 

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah pidana 



 

 
 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 Ayat (2) UU 5/1990). 

Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu 

hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau 

penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, 

pengecualian dari larangan menangkap satwa dilindungi itu dapat pula 

dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi 

membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan disini berarti tidak berarti 

tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan 

atau keresahan terhadap ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi 

seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian. 

 

F. Pelaksanaan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa 

Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan satwa langka adalah semua jenis 

sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan/atau di udara, baik yang 

dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di alam bebas maupun yang 

dipelihara, mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya di alam menurun 

tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah. 

Kedua : ketentuan hukum 

1. Setiap mahluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya dan 

didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. 



 

 
 

2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi 

dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya 

wajib. 

3. Perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain 

dengan jalan: 

a. Menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan 

kebutuhan berkembang biak; 

b. Tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya; 

c. Tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya; 

d. Menjaga keutuhan habitat; 

e. Mencegah perburuan dan perdagangan illegal; 

f. Mencegah konflik dengan manusia; 

g. Menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare). 

4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan 

ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan; 

a. Menjaga keseimbangan ekosistem; 

b. Menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan 

penelitian 

c. Menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan; 

d. Membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 



 

 
 

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan 

tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram 

kecuali ada alasan syar‟i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa 

manusia. 

7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya 

haram.
69
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 Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014, Tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga 

Keseimbangan Ekosistem. 



 

 
 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 

A. Pelaksanaan Jual Beli Daging Hewan Buruan di Desa Jagaraga 

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa jual beli 

daging hewan buruan adalah perbuatan yang diperbolehkan (mubah) kecuali 

apabila ada sesuatu hal yang melarangnya. Penjual daging hewan buruan 

melakukan penangkapan hewan liar secara berkelompok dengan menggunakan 

alat perburuan dan hewan pemburu yaitu anjing yang sudah dilatih untuk 

berburu. Jual beli daging hewan buruan yang dilakukan penduduk desa 

Jagaraga adalah setelah pemburu kembali dari tempat perburuan. Mereka 

memperjual belikan hasil buruannya kepada mereka yang mau membeli daging 

hasil buruan tersebut, dan tidak jarang juga ada pembeli dari kampug lain. 

Sedangkan hasil buruan yang diperjual belikan biasanya daging rusa, kijang, 

kancil hutan yang dijual kepada pembeli. Sedangkan hasil buruan yang berupa 

babi hutan dijadikan makanan untuk anjing-anjing peliharaan dan ada juga 

yang dijual kepada orang yang beragama non muslim yang berasal dari desa 

lain yang biasa membelinya. 

Dalam hal ini tidak sesuai dengan UU No.05 Tahun 1990 dalam pasal 21 

ayat (2) seperti yang di sebutkan pada bab sebelumnya. Pelaksanaan perburuan 

yang kurang diperhatikan oleh aparat yang berwenang, sehinggga sangat 

disayangkan perburuan yang dilanjutkan dengan jual beli daging hasil buruan 



 

 
 

dan apabila dibiarkan terus-menerus hal ini akan dapat mengancam kepunahan 

hewan dan akan mengganggu keseimbangan ekosistem di alam. 

Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan ini sebenarnya sudah 

memenuhi rukun syarat jual beli yang sah, namun karena objek jual belinya 

adalah satwa yang dilindungi oleh negara dan larangan untuk melakukan 

kerusakan maka batal lah jual beli tersebut dan apabila tetap dilanjutkan maka 

hukumnya akan berubah menjadi haram. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan 

Berdasarkan dengan masalah jual beli, hukum Islam memberikan batasan-

batasan yang merupakan sandaran terhadap boleh atau tidaknya 

melangsungkan jual beli. Memang hukum Islam pada dasarnya memandang 

positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan (mubah) dalam Islam. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 29 yaitu:  

                        

              ُالل             

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha 

penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa':29)
70

 

 

Ayat tersebut memberikan dasar pengertian bahwa jual beli tetap 

diperbolehkan bila prosesnya melalui tata cara aturan yang dibenarkan oleh 

hukum Islam, yaitu tidak keluar dari koridor Islam contohnya riba, bila tidak 
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sesuai dengan peraturan Islam maka jual belinya diharamkan. Dengan 

demikian jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah 

terima pihak-pihak tertentu, namun yang harus diperhatikan adalah tentang 

rukun dan syarat jual belinya. Karena faktor inilah yang menentukan terhadap 

boleh dan tidaknya serta halal atau haramnya jual beli. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa rukun jual beli seperti adanya 

penjual dan pembeli, adanya barang yang dibeli dan sighat (kalimat ijab 

qabul). Kemudian dari beberapa syarat yang juga harus diperhatikan seperti 

bersihnya barang dan dapat dimanfaatkan, yang bertindak adalah pemilik 

barang itu sendiri atau milik orang yang beraqad atau diberikan izin oleh 

pemilik, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diaqadkan 

ada di tangan. 

Apabila tata aturan yang demikian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, 

maka akan terhindar adanya penyesalan di kemudian hari, jual beli yang 

demikian inilah yang diperkenankan dalam Islam. Berkenaan dengan jual beli 

daging hewan buruan yang terjadi di lapangan bahwa proses terjadinya jual 

beli daging hewan buruan di mana hewan buruan tersebut adalah hewan yang 

diantaranya adalah hewan yang dilindungi oleh negara dan dilarang dalam 

Islam sebagai bentuk menjaga ekosistem di alam. Namun, di dalam 

mengadakan kesepakatan terhadap perkara yang jelas, yang berarti antara 

kedua belah pihak antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan antara 

penjual dan pembeli. 



 

 
 

Al Qur‟an ternyata telah memuat berbagai ayat tentang pentingnya 

pelestarian satwa (hewan) dan menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. 

Ayat-ayat yang memuat firman Allah SWT tersebut menegaskan peran penting 

manusia, sebagai khalifah di bumi, untuk turut serta menyelamatkan dan 

melestarikan satwa-satwa (termasuk satwa langka) agar tidak punah. Dalam 

beberapa ayat tersebut, jelas menunjukkan pentingnya melakukan perlindungan 

dan pelestarian terhadap hewan. 

Firman Allah dalam Al Qur‟an menyatakan tugas manusia sebagai 

khalifah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan ekosistem. 

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30: 

                             

                       

        

Artinya“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.”mereka berkata” apakah 

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 

darah disana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

nama-Mu?” Dia berfirman, “sungguh, Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui.”.(Q.S. Al-Baqarah:30)"
71

 

 

Firman Allah SWT dalam Al Qur‟an Al Karim yang melarang manusia 

untuk berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka. 

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al A‟raf ayat 56: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakn di bumi setelah (diciptakn) 

dengan baik. Berdoalah ke-pada Nya dengan rasa takut dan penuh 

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-A‟raf:56)
72

 

 

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) 

antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya masalah satwa langka. 

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An‟am ayat 38: 

                              

                

 Artinya: “Dan Tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya 

merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun 

yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada tuhan mereka 

dikumpulkan.(Q.S. Al-An‟am:38)”
73

 

 

Qaidah Ushuliyyah dan Qaidah Fiqhihiyyah 

 ِّ  الاطَْمُ فِٙ الأَ شْٛبَ ءِالِإببَ حَةاُلِاَّيَبدَلَّ انذَّ نِْٛمُ عَهَٗ خِلاَ فِ

Artinya: “Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada 

dalil yang menunjukkan sebaliknya” 
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 ْٙ ِٙ نهحَّحْشِٚىِ الاَّ طْمُ فً ْٓ انَُ  

Artinya: “Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman” 

Berdasarkan berbagai ayat, hadits, serta pendapat para ulama di atas maka 

jual beli daging hewan buruan itu diperbolehkan kecuali ada sesuatu yang 

melarangnya seperti larangan berburu. Negara sudah melarang membunuh 

satwa yang dilindungi karena semakin langkanya hewan itu, atau hanya untuk 

kesenangan dan menyakiti hewan buruan tersebut. Pada hari akhir nanti 

(kiamat) hewan itu akan mengadu kepada Allah SWT karena kita telah 

menyia-nyiakannya dan membunuhnya hanya untuk kesenagan semata. Namun 

mengingat risalah Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, 

beribadah, dan bermuamalah di masyarakat yang baik (berlaku ikhsan) sesuai 

dengan tuntunan Islam, tetapi Islam juga mengajak manusia dan sesama 

makhluk termasuk hewan dan lingkungan hidup, maka patut dipersoalkan dan 

direnungkan, apakah melakukan jual beli daging hewan buruan ini dapat 

dibenarkan, sebab hewan juga makhluk hidup yang mempunyai hak hidup 

bebas dihabitatnya dan melestarikan jenisnya di dunia. 

Al Qur‟an juga banyak menjelaskan larangan merusak ekosistem di alam 

dengan cara memperjual belikan satwa liar dilindungi ataupun satwa yang 

terancam kepunahan, ditegaskan dengan hadist nabi untuk menyayangi 

binatang dan tidak berlaku dzolim terhadap sesama makhluk Allah SWT, juga 

pendapat para ulama yan.g menegaskan bahwa larangan menunjuk kepada 

keharaman, serta fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa 

Langka untuk Menjaga Ekosistem, maka menurut penulis disini sudah jelas 



 

 
 

bentuk larangan dan pengharaman dari jual beli daging hewan buruan karena 

mereka memburu hewan yang sudah jelas dilarang oleh negara untuk memburu 

dan membunuhnya sehingga dagingnya diperjual belikan. Walaupun rukun dan 

syarat yang sudah jelas dengan ketentuan Islam, akan tetapi objek jual belinya 

(ma‟qud „alaih) dilarang oleh pemerintah dan agama. Maka batal atau tidak 

sahnya jual beli tersebut dan jual beli daging hewan buruan adalah haram 

dalam lingkup hewan yang dilindungi oleh negara.  

  



 

 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan dilakukan oleh pemburu tanpa 

pengawasan dari pemerintah yang berwenang sehingga akan berdampak 

pada punahnya suatu binatang jika dilakukan terus menerus. Dalam hal ini 

harus ada kesadaran dari masyarakat dengan dilakukannya penyuluhan 

tentang larangan berburu hewan terutama hewan yang sudah ditetapkan oleh 

negara untuk tidak menangkap ataupun membunuhnya karena akan merusak 

ekosistem di alam. 

2. Pelaksanaan jual beli daging hewan buruan di Desa Jagaraga, pada 

kenyataanya Islam melarang adanya jual beli satwa yang dilindungi karena 

akan merusak ekosistem di alam. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Hadist, 

ketetapan para Ulama, Fatwa MUI No.04 tahun 2014 dan UU No.05 tahun 

1990 di Indonesia yang menjelaskan dan menegaskan larangan tersebut. 

Dengan demikian jual beli daging hewan buruan juga dilarang untuk 

diperjual belikan dan hukumnya adalah haram. Adapun hewan yang tidak 

termasuk dalam satwa yang dilindungi harus ada kejelasan bagaimana 

mendapatkannya. 

 

 

 



 

 
 

B. Saran 

1. Bagi pemburu haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berburu, 

apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan apakah hewan yang sedang 

mereka buru adalah hewan yang tidak dilindungi Negara atau tidak. Apabila 

hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi oleh Negara mereka tidak 

harus memburunya karena apabila hewan tersebut mereka dapatkan maka 

dagingnya pun haram untuk dimakan ataupun diperjualbelikan, hal itu juga 

dapat merusak ekosistem di alam bila dilakukan secara berlebihan. 

2. Bagi aparat hukum agar dapat mengawasi dan berperan aktif di masyarakat 

untuk meminimalisir akan punahnya hewan yang dilindungi untuk 

pelestarian alam serta ekosistemnya. 

3. Bagi masyarakat kiranya skripsi ini dapat memberikan pemahaman ajaran-

ajaran Islam terutama kegiatan jual beli daging hewan buruan ini dapat 

mereka ketahui hukum-hukumnya sehingga mereka dapat mempertimbang-

kan kembali dalam jual beli daging hewan buruan ini, apakah sudah sesuai 

dengan syariat Islam atau belum. Atau bahkan dilarang dalam ajaran agama. 

Sehingga nantinya tidak terjadinya penyimpangan yang berkelanjutan. 
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